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PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal

110 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendidikan;

. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

. Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049 );

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5324);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara REpublik Indonesia Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5761);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737 );

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
3011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo.
( Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008
Nomor 4 ).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI

PELAYANAN PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

PO

o

Daerah adalah Kabupaten Wajo;

Bupati adalah Bupati Wajo;

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wajo;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Retribusi Daerah  yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
penyelenggaraan pendidikan disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah  berupa usaha dan

pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan
lain yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;

7. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh

10.

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi;

Jasa Pelayanan adalah penyediaan sarana dan prasarana bagi
masyarakat pengguna;

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat
disingkat SPAORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib
retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi
sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;



11.

12.

13.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
yang terutang;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah dan retribusi;

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan  dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Teknis.

(1)

(2)

(3)

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan teknis oleh Pemerintah daerah .

Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :
a. Pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah;
b. Pendidikan / Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
c. Pendidikan / Pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN,BUMD dan
d. Pendidikan / Pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Jenis-jenis Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Penyelenggaraan pendidikan pada Akademi Keperawatan Pemerintah
Daerah Kabupaten Wajo

b. Diklat formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang
pesertanya berasal dari luar Kabupaten meliputi:
1. Diklat Prajabatan

2. Diklat PIM III dan Diklat PIM IV

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan
pelayanan pendidikan, pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah.



BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi pelayanan pendidikan digolongkan sebagai Retribusi Jasa
Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pelayanan pendidikan .
BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif retribusi Jasa Umum
ditetapkan dengan memperhatikan biaya pentediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan
efektivitas pengendalian atas pelayanan pendidikan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi
dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pendidikan ditetapkan
sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan pendidikan pada Akademi Keperawatan Pemerintah
Daerah Kabupaten Wajo

1. Pendaftaran Rp. 100.000 / Orang
2. Biaya Pendidikan sebagai berikut :
- Biaya semester Rp. 1.400.000 / mahasiswa/ semester
- Capping day Rp. 500.000 / mahasiswa
- Biaya UAP & KTI TK. III/Tahun Rp. 350.000 / mahasiswa
- Biaya Wisuda TK. III/Tahun Rp. 850.000 / mahasiswa
- Biaya pengembangan Mahasiswa Rp. 1.850.000 / mahasiswa

b. Diklat formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang
pesertanya berasal dari luar Kabupaten Wajo meliputi:
1. Diklat Prajabatan

- Golongan [ dan II Rp. 5.000.000,00 / peserta

- Golongan III Rp. 6.000.000,00 / peserta
2. Diklat PIM Tingkat III Rp. 23.000.000,00 / peserta
3. Diklat PIM Tingkat IV Rp. 21.000.000,00 / peserta



c. Magang / Praktek pada Rumah Sakit dan Puskesmas Pemerintah
Kabupaten Wajo.

1. Rumah Sakit Rp. 200.000 / Mahasiswa / Bulan
2. Puskesmas Rp. 150.000 / Mahasiswa / Bulan
BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan
penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah
Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

(1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPAORD.

(2) SPAORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan
benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau
kuasanya.

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau
dokumen lainnya yang dipersamakan.

(2) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan / Keputusan Bupati.



BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan.
(3) Tata cara pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di
muka.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1) Penagihan retribusi terutang ditagih dengan menggunakan Surat
Tagihan Retribusi Daerah (STRD) yang didahului dengan surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.

(2) Pengeluaran surat teguran/peringata/surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak
jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran/peringatan/surat yang sejenis, wajib retribusi harus
melunasi retribusi yang terutang.

(4) Surat teguran/surat peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang
ditunjuk.

BAB XIII

PENGURANGAN , KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan atau keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan
memperhatikan kemampuan wajib distribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



Pasal 18

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa
setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak
pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa

diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa

diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 20

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan

insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 21

(1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi
yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didahului dengan Surat Teguran.



BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

(1) Selain Penyidik Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang
retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi
daerah agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau bada tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan tindak pidana retribusi daerah tersebut;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi
daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi
daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah
sebagaimana dimaksud huruf e di atas;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
dibidang retribusi daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau sanksi;

j- Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut

hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.



(3) Penyidik = sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan
dimulainya penmyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya sesuai dengan
ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang hukum acara pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

(1) Wajib distribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang
terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
pelanggaran.

(3) Hasil denda sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukkan ke dalam
Kas Negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 4 Oktober 2012

BUPATI WAJO,

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU,

diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 4 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

ANDI WITMAN, HAMZAH.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2012 NOMOR 70
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